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Bab 1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 menyatakan bahwa “setiap warga negara
memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum”, Hal ini menunjukkan bahwa
hukum  tidak  membedakan kedudukan antara laki-laki dan pecempuan,
Implementasi dari persamaan hak antara laki-laki dan perempuan diwujudkan
dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan-Peraturan
Pelaksanaannya yang ditetapkan tahun 1975, dengan menetapkan batas usia
minimum  untuk melaksanakan pemikahan, melindungi perempuan dari
pemikahan diluar kehendak mereka dan memberikan hak-hak bagi istr-i setara
dengan hak-hak suami dalam kasus perceraian. Dari tahun ke tahun implementasi
persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan semakin dikukuhkan. Pada
tahun 1978 GBHN memasukkan ketetapan khusus mengenai perempuan dalam
pembangunan nasional dengan perwujudan mengangkat Menteri Muda Untuk
Urusan  Perempuan yang kemudian berubah menjadi Menteri Muda Urusan
Peranan Wanita yang akhimya menjadi  Menteri Negara  Pemberdayaan

Perempuan.

:

Kenyataan menunjukan betapa berbagai upaya telah dilakukan tersebut belum
mampu mengurangi permasalahan perempuan, menghilangkan kesenjangan antara
laki-laki dan perempuan dalam dimensi akses, kontrol, partisipasi dan manfaat,
Kondisi ini tidak perlu terjadi apabila ketika hubungan gender yang timpang dan
implikasinya terhadap upaya pembangunan nasional dicermati oleh perencana,
pengambil kebijakan, dan pelaksana pembangunan, Hubungan gender adalah
hubungan sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil
xonstruksi sosial yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Nilaj
sosial sering dijadikan stercotipe dari laki-laki dan perempuan baik diwilayah
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan sifat biologis masing-
masing. Kondisi demikian sering menjadi - sumber  dari ketidakadilan dan

Ketimpangan gender laki-laki dan perempuan dimasyarakat,

Manifestasi ketidakadilan sosial yang disebabkan perbedaan paham antara seks

dan gender memunculkan masalah masalah perempuan seperti : (1) marginalisasi



